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BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah

Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021;

[a—Y

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan

Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020
Nomor 11);

. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021
Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.

Bupati adalah Bupati Mahakam Uly;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintah daerah;

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
P-APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Penjabaran Perubahan APBD adalah rincian penerimaan dan pengeluaran
penyelenggara negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan
untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat;

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp.
1.881.029.589.553,00 berkurang sebesar Rp. 246.336.619.091,00 sehingga menjadi
Rp. 1.634.692.970.462,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah

a. Semula Rp. 1.381.029.589.553,00
b. Berkurang (Rp. 69.610.256.259,00)
Jumlah pendapatan daerah Rp. 1.311.419.333.294,00

setelah perubahan
Belanja daerah

a. Semula Rp. 1.881.029.589.553,00

b. Berkurang (Rp.  249.190.618.029,00)

Jumlah belanja daerah Rp.1.631.838.971.524,00
setelah perubahan

Total Defisit (Rp. 320.419.638.230,00)

Pembiayaan daerah
a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp. 500.000.000.000,00
2) Berkurang (Rp. 176.726.362.832,00)
Jumlah penerimaan daerah Rp. 323.273.637.168,00

setelah perubahan
b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah Rp. 2.853.998.938.00
Jumlah pengeluaran daerah Rp. 2.853.998.938,00
setelah perubahan
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 320.419.638.230,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00
Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:
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1. LampiranI

2. Lampiran II

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikasi
menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah,;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan
Sosial;

Rincian Dana Otonimi Khusus Menurut Urusan Pemerintah
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan;

Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas
Bumi Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan
Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Program
Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-
APBD) yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan
Perundang-Undangan.



Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 3 November 2021

BUPATI MAHAKAM ULU,
ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 3 November 2021

SEKRETARIS DAERAH MAHAKAM ULU,
ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2021 NOMOR 31

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016




